SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP

Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan

hasil guna serta kesejahteraan kepala Desa dan
Perangkat Desa, perlu menaikan penghasilan tetap

kepala Desa dan Perangkat Desa;

. bahwa penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat

Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Bupati Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa, perlu dilakukan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 10
Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap

Kepala Desa dan Perangkat Desa;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);



. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);



Menetapkan :

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 10
TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN
TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 10
Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor
12) diubah, sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

(1) Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) adalah kepala Desa dan perangkat Desa yang
bukan berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau jabatan negeri
lainnya.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. sekretaris Desa;
b. kepala urusan pada sekretariat Desa;
c. kepala seksi; dan

d. kepala Dusun.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Penghasilan tetap kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus

ribu rupiah) per bulan.

(2) Penghasilan tetap perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) ditetapkan per bulan sebesar:

a. sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari
penghasilan tetap Kepala Desa per bulan atau sebesar
Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
dan

b. staf urusan, kepala seksi dan kepala Dusun sebesar 60%
(enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa
per bulan, atau sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus

ribu rupiah).



3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku pada

tanggal 1 Januari 2016.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 7 Desember 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana

pada tanggal 7 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 197507092007011019




